
WALIKOTA TARAKAN 

PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN 

NOMOR 23 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2016 
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA 

MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

WALIKOTA TARAKAN, 

Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin 
U saha Mikro dan Kecil Kepada Camat sudah tidak sesuai 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik, sehingga perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin 
U saha Mikro dan Kecil Kepada Camat; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3711); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Peubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5404); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
106); 

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan 
Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro 
dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 469); 

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11); 

Menetapkan PERATURAN 
PERATURAN 
TENTANG 

MEMUTUSKAN: 
WALIKOTA TENTANG 

WALIKOTA NOMOR 11 
PENDELEGASIAN 

PENCABUTAN 
TAHUN 2016 
KEWENANGAN 

PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA 
CAMAT. 

Pasal I 
Peraturan Walikota Tarakan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat (Berita 
Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan. 

Ditetapkan di Tarakan 
Pada tanggal 22 Juni 2020 

WALIKOTA TARAKAN, 

Diundangkan di Tarakan 
Pada tanggal 22 Juni 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN, 

A.HAMID 

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 316 
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